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DIO DYANTARA B111 09 472 dengan judul skripsi “Perlindungan 
Relawan Kemanusiaan suatu tinjauan hukum humaniter 
internasional“. Dibawah bimbingan Abdul Maasba Magassing 
sebagai pembimbing I, dan Inneke Lihawa sebagai pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan 
relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan gambaran 
perlindungan relawan kemanusiaan menurut hukum humaniter 
internasional. 
 Penelitian dilaksanakan di perpustakaan pusat universitas 
hasanuddin dan perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin 
Makassar. Guna mencapai tujuan di atas penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yaitu mempelajari 
bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah,jurnal ilmiah, laporan-laporan, 
surat kabar, internet serta bahan kepustakaan lainnya dan data yang 
terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan dalam bentuk deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan relawan 
kemanusiaan ditinjau dari hukum internasional menurut hukum humaniter 
internasional bahwa menurut prinsip pembedaan (distinction principle) 
dalam hukum humaniter bahwa relawan kemanusiaan masuk dalam 
kategori  non-kombatan atau yang bukan menjadi objek penyerangan. 
Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum 
humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol 
I, dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 
tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan 
diadili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta roma 1998. 
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A. Latar Belakang 
Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan suatu kehidupan 
dalam suasana damai, aman, tenteram, dan sejahtera, bahkan tidak ada 
satupun makhluk di muka bumi ini yang suka akan penderitaan dan 
siksaan. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam suku dan bangsa 
demi saling mengenal serta tolong menolong dalam siklus kehidupan ini. 
Akibat hubungan yang semakin meluas dari individu antar individu hingga 
Negara antar Negara atau bangsa, sampai menimbulkan konflik atau 
perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan persepsi atau cara pandang 
dari masing-masing bangsa tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan 
lagi jika konflik tersebut sudah tidak menemukan cara lain selain konflik 
bersenjata atau peperangan. 
Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan. Sesuai kajian 
ilmu sejarah perang hampir sama umurnya dengan umat manusia. Hal ini 
terbukti dari kenyataannya bahwa perang yang pada dasarnya merupakan 
suatu pembunuhan yang berskala besar bagi pihak-pihak yang berperang 
merupakan perwujudan daripada naluri guna mempertahankan diri dalam 
hubungan diantara bangsa-bangsa.1Dalam politik internasional, tampak 
merupakan siklus antara perang, diplomasi, dan damai.seharusnya tujuan 
damai merupakan tujuan bersama.  
                                                          
1
  M.Sanwani Nasution, Hukum Internasional (suatu pengantar), Penerbit Kelompok 
Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 
1992, hal. 67 
2 
Pada beberapa tahun terakhir ini banyak konflik bersenjata yang 
terjadi diberbagai belahan dunia dan tidak jarang hasil dari konflik 
bersenjata tersebut memakan korban yang sangat besar.serta tidak 
sedikit anggaran yang dibelanjakan oleh Negara dalam mempersenjatai 
militernya. Dimana situasi dan kondisi dari konflik bersenjata yang bersifat 
internasional maupun yang bersifat non-internasional.2 
Guna mempertahankan kelangsungan umat manusia tergantung 
sejauh mana kemampuan manusia itu dalam mengupayakan perdamaian. 
Kedamaian merupakan keadaan yang ideal dan normal, yang seharusnya 
dalam perdamaian akan membawa keharmonisan, sehingga 
menghindarkan diri dari jatuhnya banyak korban dalam suatu konflik 
bersenjata. 
Mendengar kata perang dan konflik bersenjata membawa kita 
dalam persepsi atau gambaran situasi dan kondisi yang dimana manusia 
saling melukai hingga membunuh atau dengan cara apapun berupaya 
agar pihak lawan menjadi tidak berdaya atau lumpuh sampai memperoleh 
kemenangan. Menurut logika, ini merupakan salah satu perwujudan dari 
nurani manusia untuk mempertahankan diri, hal seperti ini wajar kita 
temukan dalam pergaulan antara manusia atau antar bangsa yang secara 
natural bahwa manusia adalah makhluk sosial. 
Peperangan mempunyai berbagai maksud dan tujuan, diantaranya 
dengan dalih pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, keluarga,  
kehormatan maupun untuk mempertahankan bangsanya, hingga masalah 
                                                          
2
   Ibid. hal. 69 
3 
idelogi. Selain dari itu ada yang dikenal juga adanya peperangan karena 
ingin merampas dan menjajah atau menguasai bangsa lain karena 
ketertarikan akan kemakmuran dan sumber daya alam yang melimpah 
dari bangsa lain. Seperti bangsa kita di masa lalu yang karena sumber 
daya alam kita yang limpah ruah, para bangsa asing seperti Portugis, 
Spanyol, Belanda, dan Jepang pernah menjajah bangsa kita, Indonesia. 
Sehingga para rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah serta 
memerdekakan bangsa Indonesia menjadi Negara yang merdeka. 
Dalam hal ini, Hukum Internasional membuat sekumpulan 
ketentuan - ketentuan mengenai perang dan tindakan - tindakan 
kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan–tindakan tersebut, yang 
pada dasarnya merupakan opsi terakhir yang digunakan dalam 
penyelesaian suatu masalah dapat dilakasanakan secara manusiawi dan 
didasarkan pada prinsip–prinsip HAM (Hak asasi manusia). Ketentuan–
ketentuan mengenai hal tersebut  dalam Hukum Internasional lebih 
dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI).  
Ditengah – tengah maraknya berita Internasional tentang konflik 
bersenjata antara dua Negara ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu 
tentang relawan kemanusiaan. Di tengah–tengah konflik bersenjata biasa 
kita mendapati berita atau kabar, baik di media cetak atau elektronik 
bahwa di tengah–tengah konflik bersenjata terdapat relawan kemanusiaan 
yang menolong atau membantu korban perang dalam hal ini warga sipil 
yang berada di tengah–tengah daerah konflik bersenjata. 
4 
Meskipun untuk menolong warga sipil yang berada di tengah 
daerah konflik yang berasaskan kemanusiaan, seorang relawan tidak 
jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya. 
Hal inilah yang kerap dialami oleh seorang atau sekelompok 
relawan kemanusiaan yang bertugas di tengah–tengah daerah konflik 
bersenjata demi terwujudnya rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian 
terhadap sesama.Tidak sedikit konflik bersenjata yang menyebabkan 
relawan kemanusiaan baik itu independen atau berada dibawah satu 
organisasi kemanusiaan yang terbunuh, luka–luka, hilang, dan ditangkap 
atau disandera saat menjalankan misi kemanusiaan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan di dalam negara 
yang sedang dilanda konflik bersenjata? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter 
Internasional? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Tujuan penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan relawan kemanusiaan 
di dalam negara yang sedang dilanda konflik bersenjata. 
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter 
Internasional. 
5 
Manfaat penulisan ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dari sudut Hukum Internasional, Memberikan tambahan 
pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum 
Internasional, khususnya pengaturan perlindungan terhadap 
relawan dalam konflik bersenjata. 
b. Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna sebagai 
pengembangan ilmu hukum dan menambah perbendaharaan 
ilmu pengetahuan bagi masyarakat 
2.  Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat luas: Memberikan sumber informasi aktual 
bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya 
kajian mengenai perlindungan relawan kemanusiaan dalam 
konflik bersenjata. 
b. Bagi akademisi: Memberikan sumbangan dalam meningkatkan 
perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan 












A. Tinjauan Umum Relawan Kemanusiaan 
Realitas menunjukkan bahwa hampir di semua komunitas 
masyarakat, aktivitas  tolong-menolong sudah sejak lama sering kita 
jumpai. Salah satu yang kita kenal adalah “Gotong-royong” dalam 
kerelawanan merupakan suatu bentuk tipikal sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara 
ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya 
(pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada masyarakat sebagai 
perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik 
berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun 
karier. 3 
Adapun kriteria kerelawanan antara lain Memiliki kepedulian penuh 
keikhlasan untuk mem-perjuangkan nasib kaum miskin berbasis nilai-nilai 
kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian 
dan perjuangan hidupnya. 4 
Semua warga yang secara ikhlas tanpa membeda-bedakan derajat, 
jenis kelamin dan status sosial bersedia mengabdikan dirinya tanpa meng-
harapkan pamrih (baik berupa imbalan maupun karier) dapat menjadi 
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Kemanusiaan dalam kasus blokade jalur Gaza, skripsi (Fakultas Hukum Universitas 




relawan. Siapapun dapat menjadi relawan, selama memiliki semangat dan 
jiwa kerelawanan. Relawan tidak tergantung dari asal kelompok 
masyarakat maupun wilayah tertentu karena relawan tidak 
memperjuangkan kepentingan kelompok, agama, maupun wilayah 
tertentu.5 
Tim Relawan untuk Kemanusiaan adalah organisasi massa yang 
berbasiskan pada relawan di Indonesia yang bekerja dalam gerakan 
kemanusiaan untuk kepentingan  masyarakat korban kekerasan politik 
Negara. 
B. Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian 
Law) 
1. Sejarah Hukum Humaniter 
Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan hukum 
humaniter lahir.Lebih sulit lagi menyebutkan siapa “pencipta” dari hukum 
humaniter tersebut. Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, 
dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di muka bumi.6 
 Sejarah hukum humaniter sendiri terbagi 3 bagian, yaitu :7  
a. Zaman kuno 
Pada zaman ini para pimpinan militer memerintahkan untuk 
menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan dengan baik, 
menyelamatkan penduduk sipil, dan pada waktu penghentian permusuhan 
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6
  International committee of the red cross, pengantar hukum humaniter, jakarta, 2010, 
hal.12 
7
  Ibid. 
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maka pihak-pihak yang berwenang biasanya bersepakat untuk 
memperlakukan tawanan dengan baik. 
b. Abad pertengahan 
Pada abad ini hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran 
agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaan. Agama Kristen sendiri 
memberikan sumbangan terhadap konsep perang yang adil atau Just 
War. Ajaran agama islam tentang perang memandang perang sebagai 
sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip 
kesatriaan yang berkembang pada abad ini mengajarkan tentang 
pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-
senjata tertentu. 
c. Zaman modern  
Tonggak penting hukum humaniter pada abad ini ditandai dengan 
didirikannya organisasi palang merah dan di tanda tanganinya Konvensi 
Jenewa tahun 1864  
2. Pengertian hukum humaniter 
Istilah Hukum Humaniter merupakan istilah baru yang mulai dikenal 
di Indonesia pada akhir 70-an dan oleh karena itu tidak mengherankan 
apabila masih banyak orang yang belum mengetahui apa artinya. Dalam 
rangka lebih mengenalkan Hukum Humaniter sekaligus menyebarluaskan 
isinya, maka pada permulaan tahun 1980 pemerintah Indonesia, yang 
menjadi pihak pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, merasa memenuhi 
kewajibannya untuk memperkenalkan isi konvensi. Untuk kepentingan itu 
9 
dibentuklah suatu panitia tetap penerapan dan penelitian Hukum 
Humaniter yang mempunyai tugas antara lain.8 
“Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan mengenai keseragaman 
penyebarluasan Hukum Internasional Humaniter melalui pendidikan 
dan penerangan”. 
 
Prof. mochtar kusumaatmadja pun berpendapat mengenai definisi 
Hukum Humaniter dalam bukunya. Beliau mengemukan9 : 
“Dari uraian diatas jelas bahwa yang dinamakan humanitarian law 
itu adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-
ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian 
hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala 
sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya 
senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian ketentuan-
ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim 
dengan hukum atau konvensi humaniter sedangkan hukum perang 
atau konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara 
berperang.” 
 
Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat 
berbagai rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter dari para ahli, 
dengan ruang lingkupnya. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Menurut Jean Pictet dalam bukunya yang berjudul The Principles of 
International Humanitarian Law, beliau membagi International 
Humanitarian Law dalam dua golongan besar, yaitu:10 
a. Hukum perang, yang dibagi lagi dalam: 
1) Hukum the Hague; 
2) Hukum Jenewa; 
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  Mochtar kusumaatmadja, hukum internasional humaniter dalam pelaksanaan dan 
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  Pictet, The Principles of International Humanitarian Law, dalam Haryomataram, 
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b. Hak-hak asasi manusia (human rights) 
Defenisi Hukum Humaniter Internasional menurut Jean Pictet yaitu: 
“International humanitarian law in the wide sense is constitutional 
legal promosion, whether written and customary, ensuring respect 
for individual and his well being”. (hukum humaniter internasional 
dalam arti luas adalah hukum konstitusi dasar, baik tertulis ataupun 
adat, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan 
kesejahteraan). 
 
2. Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional 
sebagai berikut: 
“Part of the rules of public international law which serve as the 
protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside 
the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly 
distinguish from these its purpose and spirit being different”. (bagian 
dari hukum internsional publik yang berfungsi sebagai perlindungan 
individu dalam masa konflik bersenjata. Letaknya adalah di 
samping norma atau peperangan itu terkait erat dengan 
mereka,tapi harus jelas membedakan Antara tujuan dan semangat 
yang berbeda)11 
 
3. Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter internasional 
dengan mengadakan pembedaan antara: The Law of Armed 
Conflict, berhubungan dengan:12 
a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian; 
b. Pendudukan wilayah lawan; 
c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral; 
Sedangkan Law of Warfare, ini antara lain mencakup: 
1. Metode dan sarana berperang; 
2. Status kombatan; 
3. Perlindungan yang sakit, tawanan perang, dan orang sipil. 
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4. Mochtar Kusumaatmadja di dalam ceramahnya mengenai Hukum 
Internasional Humaniter 26 Maret 1981, beliau menjelaskan: 
“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan 
perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang 
mengatur perang iu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut 
cara melakukan perang itu sendiri.”13 
 
5. Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-
undangan merumuskan sebagai berikut :  
“Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan 
ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang 
mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk 
menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat 
seseorang.”14 
 
6. Dalam pengertian yang terbatas, maksud dari Hukum Humaniter 
Internasional (HHI), sebagaimana yang telah menjadi acuan dan 
rujukan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), adalah: 
“Sekumpulan kaedah-kaedah internasional yang diambil dari 
berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional, yang secara 
khusus bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul secara langsung 
sebagai akibat dari konflik bersenjata, baik yang bersifat 
internasional maupun non internasional; untuk alasan-alasan 
kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-
pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan sarana dan 
metode berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-
orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar 
akan terkena dampak konflik.”15 
 
Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebenarnya memiliki dua 
cabang: Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag 
mencakup sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan oleh 
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Konvensi Den Haag pada tahuan 1899 dan 1907, yang mengatur hak dan 
kewajiban pihak-pihak yang berperang tentang perilaku pada waktu 
operasi militer. Tujuan dari Konvensi Den Haag tersebut adalah 
membatasi pengaruh-pengaruh kekerasan dan tipu muslihat sehingga 
tidak melanggar batas-batas yang diperlukan dalam suatu operasi militer. 
Jika Hukum Den Haag lebih menitikberatkan pada pengukuhan kaedah-
kaedah internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, 
maka Hukum Jenewa lebih menekankan pada perlindungan, 
penghormatan dan perlakuan manusiawi terhadap personel militer yang 
tidak lagi terlibat dalam pertempuran, demikian pula orang-orang sipil 
yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran.16 
3. Pengertian Konflik Bersenjata/Perang 
Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa 
bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang 
bersifat non-internasional.Pada perkembangannya, pengertian sengketa 
bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga 
memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan 
melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis 
sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional. 
Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, 
adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua 
atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang 
dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian 
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bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas 
teknologi dan industri.Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya 
seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia".Hal 
ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh 
teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, 
namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini 
adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan 
posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".17 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perang diartikan sebagai 
permusuhan antara dua negara atau pertempuran antara dua pasukan.18  
Di dalam kamus hukum19 perang berarti : 
a. Permusuhan antara 2 negara (bangsa, agama, suku, dan 
sebagainya)  
b. Pertempuran bersenjata antara 2 pasukan (tentara, laskar,  
pemberontak, dan sebagainya). 
G.P.H. Djatikoesomo mendefinisikan perang sebagai sengketa 
dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan 
bersenjata20 
Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan 
empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu:21 
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1) Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals) ;  
2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men);  
3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized 
men);  
4) Perang yang menggunakan teknologi modern (by using modern 
technology).  
Ia mendefenisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang 
secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling 
bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan 
senjata. 
“War will be considered the legal condition which equality permits 
two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force 
(Perang akan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi hukum yang 
memungkinkan kesetaraan antar dua atau lebih kelompok yang 
bermusuhan untuk melakukan konflik dengan kekuatan 
bersenjata).”22 
 
Kemudian Oppenheim-Lauterpacht mendefenisikan perang yaitu:23 
“War is a contention between two or more States through their 
armed force, for the purpose of overpowering each other and 
imposing such conditions of peace as the victor pleases (Perang 
adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan 
kekuatan bersenjata mereka, bertujuan untuk menunjukkan 
kekuatan satu sama lain dan  saling menjatuhkan dan pemenang 
yang mengajukan perdamaian) ” 
 
Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang 
berdasarkan dua unsur, yaitu:24 
1) Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu 
wilayah. 
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24
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2) Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi 
dan terorganisir.  
Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang 
kemudian digantikan dengan sangketa bersenjata (armed conflict). 
Pengertian Konflik bersenjata identik dengan pengertian perang yang 
merupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat 
internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. 
menurut seorang ahli Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian 
adalah more justified and logical.25 
Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik 
bersenjata anatara lain:26 
Menurut Pictet:  
“The term armed conflict has been used here in addition to the word 
“war” which it is tending to supplant” (istilah konflik bersenjata telah 
digunakan pada saat ini disamping kata “perang” yang cenderung 
tergantikan). 
 
Menurut Edward Kossoy : 
“The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant 
legal formulations, the older notion of war on purely legal 
consideration the replacement of war bay armed conflicts seem 
more justified and logical” (istilah konflik bersenjata cenderung 
bergeser, setidaknya relevan dengan rumusan hukum, gagasan 
yang terdahulu tentang perang dalam pertimbangan hukum murni 
yang menggantikan perang teluk atau konflik bersenjata seperti 
lebih logis dan dibenarkan).  
 
 Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan defenisi resmi dari 
“armed conflict” oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan armed conflict.27 
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Haryomataram membedakan antara sengketa bersenjata 
internasional (international armed conflict) dan sengketa bersenjata non-
internasional (non international armed conflict), dan secara garis besar, 
hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum 
Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-
konvensi jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. 
Pengertian konflik bersenjata internasional terjadi apabila 
melibatkan dua negara atau lebih.28 
Selanjutnya sengketa bersenjata Internasional dinyatakan dalam 
ketentuan pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa bersenjata 
yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang 
diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui 
salah satu dari mereka.29 
“In addition to the provisions which shall be implemented in peace 
time, the present convention shall apply to all cases of declared war 
or of any other armed conflict which may arise between two or more 
of the high Contracting Parties, even if the state of war is not 
recognized by one of them”. (selain ketentuan ini yang 
dilaksanakan pada waktu perdamaian, konvensi ini berlaku pada 
setiap kasus perang yang di deklarasikan atau dari konflik 
bersenjata lainnya yang mungkin terjadi antara dua atau lebih dari 
pihak-pihak tertinggi, bahkan jika salah satu tidak diakui mereka).30 
 
Pengertian international armed conflict dapat ditemukan juga pada 
commentary Konvensi Janewa 1949, sebagai berikut : 
“Any difference arising between two states and leading to the 
armed forces is an armed conflct within the meaning of article 2, 
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  Aryuni Yuliantiningsih, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum 
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  Ambarwati, Denny ramdhany, Rina rusman, Hukum Humaniter internasional dalam 
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even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It 
makes no difference how long the conflict lasts, or how much 
slaughter take place (segala perselisihan yang terjadi antara dua 
Negara dan melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik 
bersenjata, hal ini terdapat dalam arti dari pasal 2, bahkan jika 
salah satu pihak menolak keberadaan Negara yang berperang, itu 
tidak menjadikan perbedaan berapa lama konflik yang berlangsung, 
atau sebanyak pembantaian berlangsung). ”.31 
 
Draper juga mengemukakan bahwa yang dimaksud sebagai konflik 
bersenjata internasional adalah: 
” Any situation in which a difference between two states leads to the 
intervention of armed forces within the extended meaning conferred 
upon the later term by art.4 of the prisoner of war convention” 
(dalam setiap situasi yang dimana perbedaan antara dua Negara 
mengarah pada campur tangan angkatan bersenjata dalam arti 
luas yang kemudian dianugerahkan pada istilah dalam pasal 4 dari 
konvensi tawanan perang).  32  
 
Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata 
internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 menetapkan jenis 
situasi sengketa bersenjata internasional atau situasi yang disamakan 
dengan sengketa bersenjata internasional. Dalam hal ini, dimana peoples 
(suku bangsa) sedang bertempur melawan dominasi kolonial dan 
pendudukan asing dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam 
rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Sengketa 
ini biasa disebut dengan istilah War of National Liberation atau yang 
dikenal dengan istilah CAR conflict (conflict Against Racist Regime) ini 
adalah fighting against Colonial domination; Alien occupation; and against 
Racist Regime, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 4 Protokol 1 tahun 1977. 
Untuk istilah Non-international Armed Conflict dapat dilihat dalam 
Pasal 3  
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 Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban 
para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang 
yang tidak bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan 
kriteria atau defenisi sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria 
tentang konflik bersenjata non -internasional dimuat dalam protokol 
tambahan II 1977 tentang perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-
internasional.33 
Pada alinea pertama dari pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dikatakan 
bahwa: “Dalam hal pertikaian yang tidak bersifat internasional yang 
berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak 
dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-
kurangnya ketentuan-ketentuan.” 
Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa pasal 3 tersebut hanya 
mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konflik yang 
tidak bersifat internasional. 
Selanjutnya pada pasal 1 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan II 1977 
disebutkan bahwa: 
1) “protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 
yang umum dikenal dalam konvensi-konvensi jenewa tanggal 12 
agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua 
sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 protokol 
tambahan pada konvensi-konvensi jenewa tanggal 12 Agustus 
1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-
korban sengketa-sengketa bersenjata internasional (protokol 1) 
dan yang berlangsung dari wilayah dari satu pihak peserta agung 
antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak 
atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang 
terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab 
melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya 
sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi 
militer secara terus menerus (sustained) dan yang teratur baik 
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(concerted) dan memungkinkan mereka melaksanakan protokol 
ini.” 
2) “protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan 
dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, 
tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana 
sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang 
tidak merupakan sengketa bersenjata” 
 
Dalam Protokol II tersebut di atas tidak terdapat definisi atau 
batasan dari konflik bersenjata non-internasional. Yang ada adalah kriteria 
yang harus dipenuhi agar suatu konflik bersenjata dapat digolongkan non-
internasional armed konflik.  
Adapun kriteria-kriteria untuk suatu konflik bersenjata non-
internasional yang tercantum dalam pasal 1 Protokol II di atas yaitu: 
1) Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung, 
2) Pertikaian terjadi antara Angkatan Bersenjata Pihak Peserta 
Agung dengan kekuasaan bersenjata yang memberontak 
(dissident) 
3) Kekuatan bersenjata yang memberontak harus di bawah 
komando yang bertanggung jawab 
4) Telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan 
demikian  
5) kekuatan bersenjata tersebut dapat melaksanakan operasi 
militer secara berlanjut 
6) Dapat melaksanakan Protokol ini.34 
Dalam Perjanjian yang yang disebut di atas, aturan HHI yang 
termuat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung berlaku pada 
setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun 
aturan dalam Protokol II baru mengikat negara apabila pihak pemberontak 
telah memenuhi kriteria tertentu. 
Hans-Peter Gasser memberikan batasan bahwa: 
“non-international armed conflicts are armed confrontations that 
take place within the territory of a State, that is between the 
government on the one hand and armed insurgent groups on the 
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other hand. The members of such groups whether described as 
insurgents, rebels, revolutionaries, secessionists, freedom fighters, 
terrorists, or by similar” names are fighting to take over the reins of 
power, or to obtain greater autonomy within the State, or in order to 
secede and create their own State (konflik bersenjata non-
internasional adalah pertentangan bersenjata yang terjadi di dalam 
wilayah sebuah Negara, yang diantaranya pemerintah dalam satu 
sisi dan pemberontak bersenjata pada sisi lain. Para anggota 
kelompok tersebut pada apa yang digambarkan sebagai pengacau 
,pemberontak, revolusionaris, yang memisahkan diri, pejuang 
kebebasan, teroris, atau yang serupa dengan berjuang untuk 
mengambil alih kekuasaan ,atau untuk mendapatkan otonomi yang 
lebih besar didalam sebuah Negara atau dalam rangka untuk 
memisahkan diri dan membuat Negara mereka sendiri).”35 
 
Non international armed conflict dapat dilihat dari status hukum 
para pihak yang bersengketa. Dalam international armed conflict, kedua 
pihak memiliki status hukum yang sama,karena keduanya adalah negara. 
Sedangkan dalam non-international armed conflict, status kedua pihak 
tidak sama, pihak yang satu berstatus negara dan pihak yang lain adalah 
satuan bukan Negara (non-state entity). 
4. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter  
Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip 
pembedaan (distinction principle). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip 
yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara 
langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok 
yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk 
sipil). 
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Di samping prinsip pembedaan, dalam hukum humaniter dikenal 
pula prinsip-prinsip lain yang digunakan dalam konflik bersenjata, yaitu:36 
 
a. Asas kepentingan militer (military necessity)  
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan 
menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya 
tujuan dan keberhasilan perang. Asas kepentingan militer ini dalam 
pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip 
pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas 
(proportionally principle). 
1) Prinsip pembatasan (limitation principle) 
Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki 
adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau 
metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang 
bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau 
senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-
dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat 
menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) 
dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering). 
2) Prinsip Proposionalitas (proportionally principle) 
Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan 
yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil 
harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan 
dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan 
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langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukan-
nya serangan terhadap sasaran militer.  Perlu ditegaskan 
bahwa maksud proporsional di sini bukan berarti 
keseimbangan. 
b. Asas Perikemanusiaan (humanity) 
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan 
untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk 
menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan 
atau penderitaan yang tidak perlu. 
c. Asas Kesatriaan (chivalry) 
Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus 
diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam 
tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Dalam 
penerapannya, ketiga asas tersebut dilaksanakan secara seimbang, 
sebagaimana dikatakan oleh Kunz.: 
“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must 
strike the correct balance between, on the one hand the principle of 
humanity and chivalry, and on the other hand, military 
interest”(hukum perang, bias diterima dan diterapkan dalam 
praktek, harus menyerang yang benar-benar seimbang,bersamaan 
dengan prinsip kemanusiaan dan kesatriaan, dan disisi lain dengan 
kepentingan militer).37 
 
5. Tujuan Hukum Humaniter  
Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter tidak 
dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk 
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memanusiawikan perang. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang 
dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:38 
a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun 
penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary 
suffering).  
b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi 
mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke 
tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak 
diperlakukan sebagai tawanan perang. 
c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal 
batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan. 
6. Sumber Hukum Humaniter 
Hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian 
internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, 
seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Mengingat 
banyaknya perjanjian-perjanjian tersebut, maka yang akan dikemukakan 
di sini adalah sumber utama. Sumber utama hukum humaniter adalah 
sebagai berikut. 
a. Konvensi – Konvensi Den Haag39 
Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang 
mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari 
hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 di 
Den Haag dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. 
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Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan “Hukum Den Haag”. 
Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi 
sebagai berikut, 
“the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not 
unlimited. (hak dari pihak yang berperang untuk mengadopsi cara 
melukai musuh yang terbatas)” 
 
Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang 
dilarang untuk dipakai atau digunakan. 
Prinsip kedua yang penting yang terdapat dalam hukum den Haag 
adalah apa yang lazim disebut “Martens Clause”, yang terdapat dalam 
Perambule Konvensi Den Haag. 
Adapun Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi den 
Haag 1907 adalah sebagai berikut : 
1) Konvensi I tentang peneyelesaian damai persengketaan 
internasional;  
2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam 
Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian 
Perdata; 
3)  Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan; 
4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat 
yang dilengkapi dengan Regulasi (Peraturan) Den Haag; 
5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-
orang Netral dalam Perang di darat; 
6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat 
Permulaan Peperangan; 
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7) Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi 
Kapal Perang; 
8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam 
laut; 
9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu 
Perang; 
10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa 
tentang perang di laut; 
11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap 
Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut; 
12) Konvensi XII tentang Pembentukan suatu Mahkamah 
Internasional tentang Penyitaan contraband perang (barang 
selundupan untuk kepentingan perang);  
13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam 
Perang di Laut. 
14) Dan satu deklarasi adalah Declaration XIV Prohibiliting the 
Discharge of Projectiles and Explosives From Balloons. 
b. Konvensi-Konvensi Jenewa 194940 
Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dikenal dengan nama Hukum 
Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri 
atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat Konvensi-konvensi Jenewa 
1949, yang masing-masing adalah: 
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1) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan 
Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan 
Pertempuran Darat (Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field); 
2) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan 
Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan 
Korban Karam (Geneva Convention for the Amelioration of the 
condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea); 
3) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap 
Tawanan Perang (Geneva Convention relative to the Treatment 
of Prisoners of War);  
4) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-
orang Sipil di Waktu Perang (Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War). 
Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa ini yang secara 
singkat dijelaskan sebagai berikut :  
1) Konvensi jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat 
internasional, juga mengatur konflik bersenjata yang bersifat 
non internasional. 
2) Di dalam konvensi tersebut terdapat apa yang disebut 
ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (Common Articles) 
yaitu ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting 
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sehingga dicantumkan dalam ke empat buku dalam perumusan 
yang sama. 
Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 
dilengkapi dengan 2 Protokol Tambahan yakni : 
1) Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang 
Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata 
Internasional (Protocol Additional to the Geneva Convention of 
12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of 
International Armed Conflict), selanjutnya disebut Protokol I; 
dan 
2)  Protokol Tambahan Pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 
1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa 
Bersenjata Non- Internasional (Protocol Additional to the 
Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the 
Protections of Victims of Non-International Armed Conflict) 
selanjutnya disebut Protokol II.  
Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur 
mengenai lambang. Sebagaimana diatur di dalam Protokol ini, negara-
negara telah setuju tentang adanya lambang pelindung yang baru selain 
lambang palang merah dan bulan sabit merah.Lambang yang ketiga 





 BAB III   
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 
penelitian kepustakaan dengan memilih perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan perpustakaan pusat UNHAS 
sebagai tempat penulis mendapatkan literature yang menunjang penulisan 
skripsi ini. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh adalah data 
sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul skripsi 
ini. 
1. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian yaitu : 
Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum 
Internasional, terdiri dari: 
a. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 
b. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 
c. Protokol tambahan konvensi Jenewa 1977 
d. Statuta Roma 1998 
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2. Bahan Hukum Sekunder : Yaitu data kepustakaan yang dipakai 
untuk mendukung bahan hukum primer, yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Disini penulis 
mengambil data dari media massa, artikel-artikel, literatur, 
internet, yang menunjang pembahasan perlindungan relawan 
kemanusiaan ditinjau dari hukum internasional. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-
undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses 
internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum 
Internasional. 
 
D. Analisis Data 
Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah dan dianalisis 
secara kualitatif. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk mendapatkan hasil 
yang bersifat deskriptif. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Bab I  : Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan, manfaat yang diharapkan 
dari penulisan. 
Bab II   : Tinjauan pustaka, membahas mengenai pengertian-
pengertian dasar, pendapat para pakar dan materi-
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materi terkait dengan permasalahan yang berasal dari 
literature. 
Bab III : Metode penulisan, menguraiakan teknik penulisan, 
sistematika penulisan, teknik pengumpulan dan 
pengolahan data. 
Bab IV :  Pembahasan, berisi analisis permasalahan yang 
didasarkan pada data dan/atau informasi serta tinjauan 
pustaka untuk menghasilkan alternatif model 
pemecahan masalah atau gagasan. 
Bab V  : Penutup, memaparkan simpulan yang diselerasikan 
dengan pembahasan dan kerangka pemikiran 
sebelumnya. Saran disampaikan berupa prediksi 















A. Kedudukan relawan kemanusiaan di dalam Negara yang 
sedang konflik bersenjata. 
Seperti kita yang kita ketahui perang atau konflik bersenjata 
memiliki kecenderungan lain serta mempunyai korban yang tidak sedikit. 
Apabila dalam arti sempit perang dianggap sebagai kontak bersenjata 
yang melibatkan dua Negara atau lebih, maka ada kecenderungan perang 
yang terjadi yaitu, situasi perang menjadi sangat berbeda dengan 
berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi ketika situasi 
peranmng bisa disiarkan keseluruh dunia, opini masyarakat internasional 
menjadi bagian penting dalam strategi perang. Tayangan televisi yang 
berulang-ulang tentang tragedi kemanusiaan dalam perang Irak, perang 
Balkan, perang sipil di Rwanda, di Darfur, dan Palestina. Serta munculnya 
tragedi kemanusiaan yang lainnya seperti penyerangan terhadap sipil 
yang tidak bersenjata, kematian petugas medis atau relawan yang baik 
merupakan dibawah organisasi internasional atau indipenden telah 
menimbulkan simpati dan empati seluruh dunia. Terbentuknya opini-opini 
semacam ini telah menjadi bagian strategi Negara-negara dalam situasi 
perang.41 
Setelah masyarakat mengetahui hal ini tidak sedikit dari mereka 
yang membentuk organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang 
berdasarkan hati nurani baik independen maupun berskala internasional. 
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Aktor kemanusiaan ini terdiri atas aktor Negara dan bukan Negara yang 
didalamnya adalah orang perorangan, organisasi, atau lembaga dan 
Negara. Interaksi antaraktor itu mebentuk hubungan internasional. Dalam 
situasi konflik mereka membantu korban konflik dengan bantuan 
kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan pada mulanya diartikan sebagai 
bantuan yang diberikan oleh Negara kepada Negara lain karena bencana 
alam (Disaster), seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, 
kelaparan, dan lain-lain. Pengertian ini kemudian dikembangkan tidak 
hanya mencakup bencana alam yang bersifat temporer, tetapi juga dalam 
hal korban atau sipil yang ditengah konflik bersenjata seperti bencana 
sosial dan endemik. Bantuan yang diberikan dari relawan kemanusiaan 
bisa berupa bantuan logistik, pangan, sandang, papan, keperluan sehari-
hari, pelayanan kesehatan,dan jasa-jasa lainnya. Di daerah konflik 
terdapat beberapa organisasi internasional diantaranya adalah 
perserikatan bangsa-bangsa, ICRC, dan Amnesty Internasional.42 Berikut 
aktor-aktor kemanusiaan yang bersifat universal dan internasional serta 
mendapat kepercayaan masyarakat internasional. 
1. Badan-badan PBB 
Perserikatan bangsa-bangsa adalah organisasi internasional 
terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi antar-
pemerintah, PBB memiliki akses dan sumber daya yang melimpah untuk 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. 
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Sejak keberhasilannya dalam bantuan kemanusiaan di Eropa setelah 
perang dunia yang ke II, PBB dipercaya untuk menangani bencana alam 
dan bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bisa 
ditangani pemerintah Negara yang bersangkutan. 
Untuk mengoordinasikan tindakan kemanusiaan, majelis umum 
PBB pada tahun 1991 membentuk komite yang mengoordinasikan respon 
internasional terhadap krisis kemanusiaan. The united nations emergency 
relief coordinator bertindak sebagai penasehat kebijakan, koordinator, dan 
pendukung terhadap darurat kemanusiaan. Office for the coordinator of 
humanitarian affairs (OCHA) yang tidak bisa ditangani sebuah bdan PBB. 
OCHA bekerja sama dengan aktor lain, pemerintah dan organisasi non-
pemerintah, dalam menangani masalah-masalah darurat. 
Badan-badan PBB yang berperan penting dalam memberikan 
perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah UNICEF, 
WFP, dan UNHCR. UNICEF bekerja di daerah konflik karena anak-anak 
dan wanita merupakan bagian terbesar dari para pengungsi. UNICEF 
membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, 
dan obat-obatan. WFP memberikan bantuan pangan yang sangat cepat 
dan efisien jutaan orang korban konflik. Sementara itu, masalah 
pengungsi internasional ditangani oleh UNHCR.43 
2. ICRC ( International Comitee of the Red Cross) 
ICRC atau komite palang merah internasional merupakan bagian 
dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tugas ICRC Antara 
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lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari 
orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah 
karena konflik; memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada 
masyarakat sipil yang tidk punya akses ke kebutuhan dasar tersebut; 
menyebarluaskan pengetahuan mengenai HHI; memantau kepatuhan 
terhadap HHI; dan mengarahkan perhatian kepada kepada kasus-kasus 
pelanggaran HHI dan membantu pengembangan HHI.44 Dalam situasi 
konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, 
perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga. 
Perlu kita ketahui bahwa Palang merah Internasional bekerja 
menurut asas-asas yang telah disepakati bersama, Antara lain. 45 untuk 
kemanusiaan, non-diskriminasi, tidak memihak, independen, sukarela, 
kesatuan, dan universalitas. 
3. Amnesty international  
Amnesty international dikenal sebagai aktor pembela kemanusiaan 
yang gigih. Organisasi non-pemerintah ini dibentuk di London pada tahun 
1961 oleh Peter Benenson. Peter Benenson mengajukan permohonan 
agar para tahanan politik di dunia amnesti. Organisasi ini berhasil 
berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat internasional 
sehingga memperoleh hadiah nobel untuk perdamaian tahun 1977. 
Hadiah hak-hak asasi manusia PBB tahun 1978 dan dari dewan eropa 
tahun 1983. 
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Fokus perhatian utama Amnesty International adalah 
penghormatan terhadap hak sipil dan politik. Secara khusus organisasi ini 
memperjuangkan pembebasan para tahanan yang dihukum karena 
pendapat politik, agama, atau karena alasan diskriminasi. Namun 
demikian, aktivitas organisasi termasuk pengiriman misi ke Negara-negara 
tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM.46 
Setiap aktor kemanusiaan atau relawan kemanusiaan mempunyai 
pembedaan dalam daerah yang sedang dilanda konflik bersenjata. Karena 
mereka bersifat netral dan tidak memihak ,hanya menjalankan misi 
kemanusiaan. Entah aktor kemanusiaan atau relawan kemanusiaan ini 
berupa organisasi atau tidak serta bersifat universal dan internasional atau 
tidak. 
Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang 
adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang 
berperang atau yang sedang terlibat  dalam suatu pertikaian bersenjata 
(armed conflict) dalam dua kategori, yaitu kombat dan pendudukan sipil 
(civilans). Golongan kombat inilah yang secara aktif turut serta dalam 
permusuhan (hostilities). Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan 
ini lazim disebut distinction principle.47 
Adanya prinsip pembedaan ini perlu diadakan pertama untuk 
mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan 
siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip 
pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam 
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permusuhan sehingga dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa 
yang harus dilindungi karena tidak turut dalam permusuhan. Mengenai 
masalah ini Manual of Military Law dari Kerajaan Inggris yang dikutip 
Draper, mengatakan bahwa kedua golongan itu, yaitu kombat dan non- 
kombatan, masing–masing mempunyai privileges-duties-disabilities. 
Selanjutnya dalam manual tersebut dikatakan bahwa seorang harus 
memilih di dalam golongan mana ia masuk, dan ia tidak dibenarkan 
menikmati privileges dua golongan sekaligus. Di dalam cetakan tahun 
1958, manual tersebut menambahkan bahwa pembedaan antara kombat 
dan non-kombatan sekarang menjadi tidak jelas (blured). Pada masa itu 
yaitu dekade terakhir abad ke-19 tidaklah sulit untuk menentukan siapa 
yang turut dalam permusuhan dan siapa golongan sipil, karena angkatan 
bersenjata atau kombat memakai seragam yang jelas berbeda dari 
pakaian penduduk sipil.48 
Hukum Internasional juga membenarkan dilakukannya kegiatan 
kemanusiaan oleh organisasi humaniter yang tidak berpihak sebab 
mereka tim penolong atau relawan kemanusiaan sama halnya dengan 
asas-asas terbentuknya palang merah internasional secara garis besar 
dan telah disepakati. Palang merah dan relawan kemanusiaan sama 
menjalankan misi kemanusiaan, yang menjadikan mereka beda dengan 
yang lain ialah wadah organisasi mereka yang mana salah satunya 
berskala universal dan yang satunya berskala nasional atau independen. 
Salah satu atau beberapa kesamaan antara relawan kemanusiaan dan 




palang merah internasional yakni; Palang merah didirikan berdasarkan 
keinginan untuk menolong yang terluka dalam konflik bersenjata dan 
berusaha mencegah penderitaan manusia dimanapun ditemukan 
(humanity). Meningkatkan pengertian, persahabatan, kerja sama, dan 
penghormatan terhadap sesama manusia dapat ikut menciptakan 
perdamaian. Tidak membedakan kebangsaan,suku, agama, kepercayaan, 
kedudukan, golongan, dan kriteria mereka yang menjadi korban dari 
konflik bersenjata (Inpartiality). Sama-sama tidak melibatkan diri dalam 
pihak yang bertikai atau pihak yang bersengketa baik itu bersifat politik, 
agama, dan kesukuan (neutrality). Dalam keindependennya relawan 
kemanusiaan juga harus dibantu oleh negaranya masing-masing, tetapi 
berbeda dengan Palang Merah internasional, organisasi ini bersifat 
otonom (independence). Bersama menjalankan misi dengan tujuan 
kemanusiaan atau kesukarelaan dan tidak mencari keuntungan 
(voluntary). Dalam satu Negara hanya ada satu perhimpunan palang 
merah yang terbuka bagi semua warga Negara dan dapat melaksanakan 
tugasnya kepelosok Negara itu (unity). Beda dengan halnya relawan 
kemanusiaan, relawan kemanusiaan dalam satu Negara ada lebih dari 
satu, ada yang perindividu dan ada yang membentuk komunitas atau 
organisasi non-pemerintah. Di zaman sekarang, sudah banyak korps atau 
organisasi relawan kemanusiaan di setiap-setiap Negara. Karena dengan 
pemberitaan media mengenai konflik-konflik bersenjata dan tak ayal 
meliput langsung korban-korban sipil yang terkena dampak fisik langsung 
dari pihak atau militer yang bertikai, baik itu konflik internasional atau 
38 
konflik non-internasional. Tapi hal yang paling disayangkan para relawan 
diserang, diculik, bahkan dibunuh. Hal ini sangat disayangkan karena 
maupun relawan kemanusiaan dan Palang Merah Internasional 
dimanapun mereka mempunyai kedudukan yang sama dan membagi 
tanggung jawab bersama terhadap kemanusiaan serta saling membantu 
(universality).49 Hal ini sudah jelas berada pada Konvensi Jenewa. Bahwa 
definisi dalam Konvensi Jenewa tentang apa itu organisasi kemanusiaan 
atau humaniter telah diterangkan, tidak lupa juga doktrin-doktrin dari ahli 
hukum internasional. 
Salah satu definisi organisasi humaniter itu ialah bahwa organisasi 
itu “must be concerned with the condition of man, considered solely as 
human being, regardless of his value as a military, political, professional or 
other unit. (harus peduli dengan kondisi manusia, serta hanya semata-
mata untuk kemanusiaan, tidak berpihak atau terikat pada militer, 
kepentingan politik, profesi, atau unit lainnya). ”50 Organisasi ini tidak 
harus bersifat internasional. Di samping itu hukum internasional juga 
membenarkan kegiatan organisasi–organisasi penolong korban perang, 
seperti misalnya organisasi keagamaan, Palang Merah Nasional dan 
perhimpunan penolong sukarela lain. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh 
organisasi itu sangat luas, karena empat konvensi itu sendiri menetapkan 
bahwa ketentuan–ketentuannya tidak dapat dibenarkan menjadi 
penghalang pelaksanaan tugas kemanusiaan organisasi tersebut, 
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walaupun kegiatan itu perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang 
bersengketa.51 
Pada tahun 1899 di Den Haag atas prakarsa Rusia dilangsungkan 
apa yang disebut First Hague Peace Confrence. Salah satu tujuan 
konvensi yang sudah disetujui di Brussels pada tahun 1874. Ternyata 
bahwa konferensi ini berhasil untuk menerima konvensi tersebut di atas 
beserta annex-nya. Konvensi 1899 ini kemudian direvisi lagi dalam 
Second Peace Confrence, yang diadakan di Den Haag pada tahun 1907. 
Konvensi 1907 ini tidak jauh berbeda dari Konvensi 1899. Dapat 
ditambahkan bahwa  Second Peace Confrence ini menghasilkan banyak 
konvensi, satu diantaranya adalah konvensi IV, yang berjudul Convention 
respecting the laws and customs of war on land. Konvensi ini hanya terdiri 
dari sembilan artikel, tetapi dilampiri sebuah annex yang berjudul 
Regulation respecting the laws and customs of war on land, yang terdiri 
dari 5 artikel. Annex ini lebih dikenal dengan sebutan Hague Regulations, 
atau disingkat HR.52 
Hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara 
(Armies) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps) 
yang memenuhi syarat berikut: 
1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas 
bawahannya; 
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari 
jauh;  
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3. Membawa senjata secara terbuka;  
4.  Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan 
perang.53 
Di dalam negara – negara dimana milisi atau korps sukarela itu 
merupakan (constiute) tentara atau menjadi bagian daripadanya, mereka 
dimasukkan dalam sebutan tentara (army). Berdasarkan hal–hal yang 
tercantum dalam HR, golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam 
permusuhan adalah : 
1. Tentara atau Angkatan bersenjata (armies) 
2. Milisi dan volunteer corps ( apabila memenuhi persyaratan); 
3. Levee en masse (dengan memenuhi persyaratan tertentu). 
Golongan yang ketiga ini mempunyai persyaratan yang harus 
dipenuhi supaya di akui sebagai levee en masse adalah:54 
a. Penduduk dari wilayah yang belum di duduki; 
b. Secara spontan mengangkat senjata; 
c. Tidak ada waktu untuk mengatur diri; 
d. Mengindahkan hukum perang; 
e. Membawa senjata secara terbuka; 
Prinsip pembedaan atau distinction principle untuk pertama kali 
secara konvensional diatur dalam Hague Convention IV tahun 1907, atau 
lebih tepat dalam Hague Regulations yang menjadi annex dari Hague 
Convention tersebut. 
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Untuk mencegah kekacauan, maka disarankan untuk 
menggunakan istilah kombat dalam arti luas bagi golongan penduduk 
yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan dibedakan dari non 
kombat yang diidentikan dengan penduduk sipil, sedangkan kombat-
kombat tersebut diberi nama ”kombat dalam arti sempit”. Yang 
mempunyai hak untuk melakukan permusuhan, selain angkatan 
bersenjata milisi dan korps sukarela, apabila mereka memenuhi 
persyaratan tertentu, dan ada pula yang sudah ditentukan. 
 
B. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan 
perang menurut Hukum Humaniter Internasional. 
Hukum internasional dalam berbagai bentuknya khususnya yang 
berbentuk perjanjian internasional wajib menciptakan sebuah tata 
keseimbangan dalam pergaulan internasional wajib menciptakan sebuah 
tata keseimbangan dalam pergaulan masyarakat internasional. PBB 
sebagai sebuah organ yang mengayomi masyarakat inernasional sudah 
selayaknya melihat pada anggota non pemegang hak veto. Dalam dunia 
yang lebih seimbang, tampaknya tak perlu lagi ada veto dalam tubuh PBB, 
khususnya dewan keamanan PBB. Veto adalah bentuk dari 
ketidakadanya pengakuan suara Negara-negara mayoritas. Dukungan 
atas sebuah resolusi dewan keamanan PBB sangat bergantung pada 
Negara pemegang hak veto. 
PBB dalam sejarahnya dibentuk oleh Negara pemenang perang 
dunia II, sebagai Negara pemenang perang ia memiliki hak eksklusif 
berupa hak veto. Dalam perjalanan selanjutnya hukum internasional yang 
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hendak dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi internasional yang 
hendak dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi internasional seringkali 
gagal dilaksanakan karena munculnya hak veto. Negara lain tidak 
berwenang atas hak veto tak memiliki suara dalam tubuh PBB. Inilah 
sesungguhnya awal dari ketiadaan ruang keadilan dalam tubuh PBB. 
Sanksi hukum tidak dapat dijatuhkan ketika muncul veto. Tidak ada lagi 
adagium hukum bahwa suara tertinggi adalah hukum, semuanya 
tergantung pada lobi-lobi dan konspirasi internasional yang mampu 
menggerakkan Negara pemegang hak veto untuk berpihak kepadanya. 
Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang 
bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan 
kombatan.55 Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus 
sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah penduduk sipil 
mencakup orang- orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang 
sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk sipil yang berdomisili di 
daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud 
dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam 
peperangan. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil atau 
kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil.56 Perlindungan 
penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai 
penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.57 
Penduduk sipil dan orang- orang sipil akan menerima perlindungan 
umum dari berbagai resiko yang ditimbulkan oleh serangan militer yang 
bersifat defensif maupun ofensif diwilayah mana saja terjadi penyerangan, 
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termasuk di wilayah salah satu pihak yang bertikai dan sedang berada 
dibawah kekuasaan pihak musuh, baik di darat, laut, maupun di udara. 
Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan ,sebagaimana mereka 
berkewajiban menerima perlindungan menghadapi serangan membabi-
buta yang diarahkan sasaran militer, orang-orang sipil atau obyek-obyek 
sipil tanpa adanya pembedaan.58 
Orang-orang sipil harus diberlakukan dengan perlakuan yang 
khusus dan manusiawi tanpa suatu pembedaan yang diskriminatif yang 
didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras,agama atau kepercayaan, 
pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, asal kebangsaan, 
dan sosial, kekayaan, keturunan, dan standar-standar pembedaan serupa 
lainnya.59 Dalam kondisi apaun orang-orang sipil harus menerima 
perlindungan berkaitan dengan kehormatan, kemuliaan, hak-hak keluarga, 
ideologi dan pelaksanaan ritual keagamaan serta adat-istiadat dan tradisi. 
Kapan dan dalam kondisi apapun, mereka harus diperlakukan dengan 
perlakuan yang manusiawi. Tidak boleh melakukan aksi-aksi perampokan, 
pencurian, atau penyiksaan terhadap mereka dan harta benda milik 
mereka.60 Serta memaksa, baik jasmani dan rohani, untuk memperoleh 
keterangan atau informasi; menimbulkan penderitaan jasmani; 
menjatuhkan hukuman kolektif; mengadakan intimidasi, terorisme; 
tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil untuk ditahan sebagai 
sandera.61 
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Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa 
untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sehingga 
konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan 
rumah sakit dan daerah daerah keselamatan (safety zone). Perlu kita 
ketahui kawasan keselamatan ini hendaknya dibedakan dengan daerah-
daerah yang dinetralisirkan (netralized zone). Apabila kawasan 
keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang rentan terhadap 
bahaya pertempuran, maka daerah netral, berdasarkan pasal 15 Konvensi 
IV, tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang 
berstatus “hors de combat” namun juga orang-orang sipil yang berada 
dalam daerah tersebut, namun mereka tidak turut serta dalam 
permusuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer 
selama mereka berdiam dalam batas-batas daerah nertral tersebut. 
Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan 
(Pasal 14 Konvensi IV). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan 
untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan 
terhadap akibat perang yaitu, orang yang luka dan sakit, lemah, 
perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak 
atau balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :62 
1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil 
dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya 
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2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit 
dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi 
yang terdapat di situ. 
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya 
dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-
bangunan industri dan administrasi yang besar. 
4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilyah-
wilayah yang menuntut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk 
melakukan peperangan. 
Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk 
sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka 
terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati 
perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang 
tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas 
yang bersifat sosial dan kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil 
lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil 
yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota 
Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan 
sipil.63 
Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial dan 
kemanusiaan (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah 
fasilitas seperti transportasi, bangunan-bangunan khusus, maupun 
lambing-lambang khusus. Apabila sedang dalam melaksanakan tugasnya, 




mereka harus dan sewajibnya dihormati (respected) dan dilindungi 
(protected). „Dihormati‟ berarti mereka harus dibiarkan untuk 
melaksanakan tugas-tugas sosial mereka sengketa bersenjata; 
sedangkan pengertian „dilindungi‟ adalah bahwa mereka tidak boleh 
dijadikan sasaran militer. 
Berbeda dengan Konvensi-konvensi yang lain, konvensi mengenai 
perlindungan penduduk sipil merupakan konvensi yang sama skali baru. 
Perlindungan terhadap penduduk sipil sebelumnya diatur dalam Konvensi 
Den Haag mengenai hukum dan kebiasaan perang didarat, dalam bab 
yang mengatur pendudukan. Dalam bab tersebut terdapat 15 pasal yang 
memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di daerah pendudukan. 
Karena kemajuan teknik persenjataan modern, dan mengingat kenyataan 
bahwa perang modern merupakan perang yang total, maka menjadi 
semakin sulit untuk mencegah penduduk sipil turun menjadi korban 
serangan musuh. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan hukum 
perang tradisionil secara negatif,tidak cukup lagi. Diperlukan perlindungan 
yang lebih positif.64 
Kasus Marvi Marvara yang telah menimbulkan korban jiwa 
memerlukan hukum internasional untuk melindungi warga internasional. 
Amerika serikat dan Inggris tentu akan melindungi kepentingan Israel. 
Arah hukum internasional saat ini adalah membentuk sebuah tatanan 
yang lebih adil. Penciptaan ruang keadilan akan terbentuk ketika tidak ada 
lagi hak veto. Seperti sebuah adagium yang berkata “solus populli 
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suprema lex” yang berarti suara terbanyak adalah hukum tertinggi. Bahwa 
dalam tubuh PBB selayaknya dimunculkan dengan tidak memandang hak 
veto. Hukum internasional harus digerakkan oleh sebuah kekuatan 
masyarakat internasional secara bersama-sama, tidak lagi dikendalikan 
oleh segelintir Negara pemegang veto. 
Dalam kesempatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan secara 
internasional dengan mencoba menggerakkan kekuatan internasional  
untuk mengakkan hukum internasional melalui kerjasama dengan Negara-
negara Konferensi Asia Afrika, serta Negara organisasi konferensi islam. 
Indonesia mampu berperan secara aktif melakukan lobi-lobi internasional 
untuk menciptakan sebuah kekuatan internasional baru yang 
mengedepankan perdamaian bukan kekerasan yang selama ini ada.  
Perilaku yang ditunjukkan Israel dengan mengirimkan pasukam 
senjata untuk menghadang misi kemanusiaan sesungguhnya adalah 
bentuk nyata dari masyarakat yang tidak beradab. Dalam konteks 
masyarakat beradab, sebuah bangsa akan mengedepankan upaya-upaya 
dialog dan bukannya kekerasan bersenjata. Dialog antar masyarakat 
sebaga warga internasional adalah bentuk pencerminan masyarakat yang 
beradab. Dialog untuk mencapai sebuah titik temu lebih mengedepankan 
logika disbanding kekerasan. Hukum internasional muncul dalam proses-
proses dialog antar Negara. Kasus Marvi Marmara merupakan bentuk dan 
contoh nyata dikesampingkannya upaya dialog. Dialog sehingga 
menemukan sebuah titik temu dan dituangkan dalam sebuah perjanjian 
internasional adalah bentuk nyata keberadaan sebuah masyarakat 
internasional. 
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Hukum internasional sampai saat ini menjadi pilihan yng logis dan 
rasional, walaupun upaya menggerakkannya membutuhkan lobi-lobi 
internasional. Tidak menafikkan bahwa kita sebagai masyarakat 
internasional harus realistis dengan hukum internasional. Hukum 
internasional adalah pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Ketika 
hukum internasional tak berjalan, maka akan bermuara pada peperangan. 
Perang hanya akan merugikan semuanya, ia adalah bentuk dari 
keberingasan masyarakat yang tidak mengedepankan upaya-upaya dialog 
dan logika. Ketika mengedepankan perang maka yang terjadi adalah 
kepedihan umat manusia. Ketika perang menjadi satu-satunya opsi, maka 
pelaksanaan perang itupun juga harus berada dalam ruang atau koridor 
hukum internasional. Perang tidak boleh dilaksanakan ketika dilandasi 
oleh semangat untuk menguasai kekayaan. Perang hanya boleh dilakukan 
sebagai upaya paling akhir. Kasus Marvi Marvara sekali lagi menyadarkan 
pada kita bahwa ketidakadilan internasional secara nyata telah terjadi, dan 
ketidakadilan tersebut hanya tercipta ketika keseimbangan internasional 
tercapai melalui penghilangan veto dalam tubuh PBB. Harapan akhirnya 
adalah ketika veto telah hilang, maka hukum internasional yang adil akan 
tercipta. 
Indonesia memang tak memiliki legal standing atau kedudukan 
hukum untuk melaporkan kejahatan HAM yang dilakukan Negara lain. 
Alasannya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 
yang menjadi dasar ICC (International Criminal Court). Pasal 15 Statuta 
Roma sangat memungkinkan lembaga non pemerintah memberikan 
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informasi kepada jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana di bawah 
yurisdiksi Mahkamah Internasional. 
 Perikemanusiaan sebagai suatu asas pokok hukum perang, dalam 
bentuknya yang modern, untuk pertama kalinya dirumuskan oleh 
Rousseau65 yang menyatakan teori pembatasan tentang siapa-siapa yang 
merupakan musuh dalam perang. Berpangkal pada pengertian perang 
sebagai suatu hubungan antarnegara diutarakan bahwa orang 
perorangan, pada prinsipnya, tidaklah merupakan musuh di dalam perang, 
baik selaku manusia maupun selaku warga Negara sebuah Negara yang 
berperang, kecuali bila ia adalah tentara (armies). Dengan menetapkan 
siapa-siapa yang merupakan musuh dan siapa-siapa yang bukan musuh 
Rosseau menetapkan asas pembedaan Antara penduduk sipil dan 
kombatan di dalam konflik bersenjata. Berdasarkan pembedaan itu 
kemudian dikembangkan pula pembatasan sasaran perang, yakni bahwa 
yang menjadi sasaran sah perbuatan perang hanyalah angkatan 
bersenjata musuh saja. Pembatasan sasaran perang itu berarti 
perlindungan penduduk sipil dan kombatan merupakan dasar bagi 
perlindungan penduduk sipil di masa perang. 
Relawan kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan 
Konvensi Jenewa tergolong dalam golongan non-kombatan yang 
merupakan organisasi penolong lain ialah perhimpunan penolong nasional 
yang bukan Palang Merah yang kegiatannya bertujuan membantu orang 
yang dilindungi, khusunya penduduk sipil warga negaranya, yang ditahan 
atau ditawan. Bantuan yang diberikan itu termasuk bantuan spiritual. 




Bantuan yang dapat diberikan kepada tahanan dan tawanan perang di 
wilayah yang diduduki itu terinci dalam tiga macam kegiatan, yakni 
pemberian sumbangan kegiatan keagamaan dan bantuan memanfaatkan 
waktu senggang. Disamping pasal 63 par. 2 Konvensi Jenewa IV tahun 
1949 juga melindungi organisasi khusus yang bersifat non-militer yang 
bertujuan untuk menolong kehidupan masyarakat sipil. Perhimpunan ini 
dalam Protokol tambahan Konvensi Jenewa I tahun 1977 dikembangkan 
menjadi organisasi pertahanan sipil. 
 Kapal yang diserang oleh Israel tersebut juga mengangkut 
wartawan dari berbagai belahan dunia, padahal wartawan yang bertugas 
di daerah pertikaian bersenjata, berada diwilayah pertikaian bersenjata 
berada dibawah perlindungan Konvensi Jenewa 1949. Pasal 79 protokol I 
komperensi tentang pengesahan dan perkembangan Hukum Humaniter 
Internasional pada 1977 menyatakan bahwa wartawan yang sedang 
menjalankan tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi 
perlindungan selama mereka ridak melakukan tindakan yang secara 
merugikan mempengaruhi status sipilnya.66 
Di dalam kapal tersebut juga terdapat para aktivis perempuan dan 
relawan kemanusiaan yang berada pada bidang kesehatan yang 
mendapatkan perlindungan khusus menurut Konvensi Jenewa. Perlakuan 
khusus juga diberikan pada relawan petugas kesehatan baik sipil maupun 
keagamaan, dan terhadap transportasi peralatan dan persediaan obat-
obatan.67 
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 Konvensi Jenewa Pasal 79 protokol I 
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 http://mavi-marmara.ihh.org.tr/en/main/news/0/the-fourth-hearing-of-the-mavi-marmara-
case-h/1896 diakses pada 12 Desember 2013  
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 Ditinjau dari perspektif hukum internasional, penyerangan Israel 
atas kapal kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan jelas 
bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM dan 
kemanusiaa. Pertama, serangan dilakukan di wilayah peraoran 
internasional. Kedua kapal sedang membawa bantuan dan mengangkut 
warga sipil yang telah terbukti tidak membawa senjata. Tidak ada satupun 
konvensi internasional melarang bantuan kemanusiaan semacam itu. 
Bahkan, majelis umum PBB menyatakan bahwa pemberian bantuan 
internasional kepada penduduk sipil yang berada dalam peperangan 
sesuai dengan piagam PBB, deklarasi universal hak asasi manusia 
(DUHAM) dan instrument hak asasi manusia internasional lainnya. 
 Masyarakat internasional mengecam aksi brutal pasukan Zionis itu 
karena berlangsung di wilayah laut lepas (perairan internasional) dan 
bukan di wilayah perairan Israel. Dalam perspektif hukum internasional, 
filosofi mare libelum (free sea) berlaku bagi semua kawasan samudra/laut 
lepas. Bahwa menurut Konvensi PBB tentang hukum laut (United Nations 
Convention on The Law of The Sea/UNCLOS) tahun 1982, laut lepas tidak 
berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi Negara manapun. Di laut 
lepas, yang berlaku adalah kemerdekaan navigasi dan pelayaran. Setip 
Negara dapat menikmati kebebasan-kebebasan di laut lepas, diantaranya 
adalah kebebasan untuk berlayar. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan 
dijamin menurut pasal 87 dari UNCLOS. 
 Pasal 6 dari Konvensi Jenewa tahun 1958 menegaskan bahwa 
kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera 
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Negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk 
memberlakukan hukum Negara bendera kapal dan dengan demikin 
memiliki kewenangan eklusif untuk memberlakukan hukum Negara 
bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut. Artinya, sebuah 
kapal yang berbendara suatu Negara dianggap sebagai bagian wilayah 
territorial Negara tersebut. Wilayah teritorial ini akan berkaitan kedaulatan 
bagi Negara tersebut, termasuk untuk memberlakukan hukum Negara 
tersebut. Hal ini juga dijamin dalam pasal 92  UNCLOS. Oleh karena itu 
penyerangan terhadap kapal Marvi Marmara yang yang berbendara Turki 
tidak dapat dibenarkan dan dapat tergolong sebagai pelanggaran 
terhadap kedaulatan Turki. 
 Hal ini juga berkaitan dengan keamanan laut. Bahwa laut bias 
dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari 
ancaman dan gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut. Diantaranya 
adalah laut lepas bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisir 
dengan kekuatan bersenjata ancaman tersebut dapat berupa 
pembajakan, perompakan, sabotase, maupun aksi teror bersenjata. Dan 
bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun 
hukum internasional. 
 Israel berdalih bahwa penembakan yang dilakukan pasukan 
komando Israel terhadap penumpang Mavi Marmara adalah untuk 
membela diri. Hal ini sangat tidak bisa diterima oleh nalar logika kita, 
karena logika semacam itu tidak dapat diterima secara akal sehat karena 
berbagai media dan video yang beredar jelas-jelas menunjukkan bahwa 
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pasukan Israel lah yang menyerbu kapal tersebut. Selain itu, dengan latar 
belakang penumpang kapal seperti itu, masuk akal tidak mereka 
menyerang pasukan khusus Israel. 
 Penggunaan senjata oleh pasukan Israel dengan alasan untuk 
membela diri haruslah sesuai dengan prinsip dasar proporsionalitas dan 
prinspip diskriminasi sesuai dengan hukum humaniter internasional. 
Prinsio proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata 
tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan 
yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer. Artinya, apakah langkah 
atau serangan tersebut sebanding dengan yang merek terima dan 
berkaitn dengan tujuan militer.68 Prinsip ini tentu harus dihormati oleh 
Israel, karena tercantum dalam pasal 35 ayat (2) protokol tambahan I 
Konvensi Jenewa. 
 Adapun prinsip diskriminasi, adalah prinsip untuk membedakan 
sasaran militer (combatans) dan sipil (non-combatans). Bahwa terdapat 
larangan untuk menyerang penduduk sipil dan objek-objek sipil yang lain, 
bahkan jika target militer, serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang 
jika hal tersebut tetap membuka kemungkinan untuk melukai warga sipil. 
 Perbuatan Israel dengan menembaki relawan dan wartawan yang 
tidak bersenjata dalam kapal Marvi Marmara adalah sebuah kejahatan 
kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 Statuta Roma. Bahwa kejahatan 
terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atas sistemik yang 
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 “Kasus Kapal Mavi Marmara: Israel Menolak Diselidiki” 
http://www.tempo.co/read/news/2010/06/03/115252358/Kasus-Kapal-Mavi-Marmara--
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diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil. 
Dalam perspektif hukum HAM internasional, jenis kejahatan terhadap 
kemanusiaan tersebut adalah bagian dari jenis kejahatan-kejahatan yang 
paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional (pasal 5 
Statuta Roma). 
 Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan dan wartawan 
termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut protokol I Konvensi 
Jenewa 1977. Dan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan menurut 
Statuta Roma tahun 1998. Juga bertentangan dengan berbagai instrument 
HAM internasional seperti DUHAM 1948, konvensi eropa tentang Hak 
Asasi Manusia 1950 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik 1966 yang menggariskan sebuah prinsip bahwa semua orang 
berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam keadaan damai 
maupun perang. 
 Resolusi Majelis Umum juga menyetujui resolusi konferensi Palang 
Merah dan Bulan Sabit merah Internasional yang ke-12 (Konvensi Wina 
1965) yang mencantumkan tiga prinsip dasar tentang kegiatan dalam 
pertikaian bersenjata, salah satunya adalah dilarang melakukan 
penyerangan terhadap pemukiman sipil, dan harus selalu dibedakan 
Antara orang yang ikut serta dalam pertempuran dengan penduduk sipil 
sehingga sebanyak mungkin penduduk sipil tidak terlibat. 
 Majelis umum menegaskan bahwa tembat tinggal, tempat 
perlindungan, wilayah rumah sakit serta instalasi lain yang digunakan 
penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran operasi militer. Penduduk 
55 
sipil tidak boleh dijadikan korban akibat pembalasan, pemindahan secara 
paksa atau serangan lain terhadap integritas mereka. Berkaitan dengan 
pelanggaran HAM, pasal 5 Universal Declaration of Human Right juga 
menegaskan bahwa, “no one shall be subjected to torture or to cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment”. Bahwa setiap orang 
berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak 
manusiawi lainnya. Oleh karena itu, penyerangan terhadap kapal tersebut 
adalah hal yang dilarang menurut hukum internasional. 
 
C. Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. 
 Ketentuan-ketentuan yang termuat baik dalam Konvensi Jenewa 
maupun dalam protokol I hanya memberikan kerangka hukum yang umum 
saja, selanjutnya bagi Negara penandatangan harus melengkapi 
ketentuan tersebut di tingkat nasional. Pelanggaran yang dinyatakan 
berat, terdaftar dalam dalam Konvensi-konvensi Jenewa akan tetapi daftar 
dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut 
tidak disusun. Namun demikian belum tentu suatu perbuatan yang 
melanggar hukum dan yang tidak terdaftar sebagai pelanggaran berat 
otomatis akan dilihat sebagai pelanggaran ringan, dalam hal ini perlu 
mempertimbangkan pula ketentuan hukum konvensi lainnya serta 
peraturan internasional. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Antara 
lain pembunuhan yang disengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak 
manusiawi termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan 
penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan. 
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 Dalam Konvensi Jenewa IV  lebih spesifik tentang pelanggaran 
yang berupa deportasi dan pemindahan secara tidak sah, penahanan 
yang tidak sah, penyanderaan. Hal ini sudah jelas bahwa dalam kasus 
penyerangan kapal Marvi Marmara yang dilakukan oleh Israel kepada 
para relawan yang berada diatas kapal tersebut telah melanggar Konvensi 
Jenewa. Lebih relevan dengan protokol tambahan I yaitu serangan 
terhadap penduduk sipil (non-kombatan), serangan membabi buta yang 
merugikan masyarakat sipil atau objek sipil, dan dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat atas 
badan atau kesehatan. Pelanggaran juga dapat berupa tidak dipenuhinya 
kewajiban yang diberikan hukum Jenewa. Sedangkan pelanggaran yang 
dikategorikan tidak berat adalah setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan 
sebagai pelanggaran berat namun yang disebabkan karena tidak 
dipenuhinya kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum humaniter 
internasional. Serta dalam konvesi jenewa protokol tambahan II pasal 9 
ayat 1 dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun anggota-anggota dinas 
kesehatan dan dinas keagamaan harus dihormati dan dilindungi dan 
harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban 
atau misi kemanusiaan mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. 
Dan juga dijelaskan mereka para petugas kesehatan dan keagamaan atau 
relawan kemanusiaan dalam tugasnya mereka tidak dapat diminta untuk 
memberikan pengutamaan (skala prioritas) kepada siapapun juga kecuali 
atas dasar medis (medical grounds). 
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 Pelanggaran hukum humaniter internaisonal bersifat tanggung 
jawab pidana. Tanggung jawab pidana merupakan persyaratan yag harus 
dipenuhi agal pelanggar dapat dihukum sebagai akibat dari perbuatan 
yang telah dilakukan, masalah tanggung jawab pidana ini diatur dalam 
dua system hukum, masing-masing hukum internasional dan hukum 
nasional.  
 Dalam hukum internasional, pasal 49 Konvensi Jenewa lainnya, 
menegaskan bahwa: pihak peserta agung berjanji menetapkan undang-
undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap 
orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah 
satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan 
didalam pasal berikut. Disamping itu pasal 86 ayat 2 protokol tambahan I 
menegaskan bahwa “pelaksanaan pelanggaran terhadap Konvensi 
Jenewa atau protokol tambahannya oleh seorang bawahan tidak dapat 
mengecualikan tanggung jawab pidana maupun disipliner atasannya. 
Apabila keadaan itu atasan tersebut mengetahui atau dapat mengetahui 
bahwa bawahannya akan atau sedang melakukan pelanggaran dan 
atasan tersebut tidak berusaha untuk mengambil segala tindakan yang 
mungkin agar mencegah atau menghentikan pelanggaran itu”. 
 Hukuman pidana merupakan akibat langsung dari tanggung jawab 
pidana tersebut. Didalam Hukum Humaniter Internasional masalah 
hukuman pidana yang dapat dijatuhkan sehubungan dengan pelanggaran 
tidak tegas, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan 
hukum nasional. 
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 Mengenai tindakan yang perlu diambil di tingkat nasional 
sehubungan dengan prosedur tidak ada masalah karena dengan 
memberikan wewenang kepada pengadilan nasional maka peraturan 
nasional akan mengatur pula prosedur peradilan. Yang perlu ditentukan 
adalah pengadilan mana yang berwenang mengadili terhadap 
pelanggaran yang dilakukan saat berlangsungnya pertikaian bersenjata, 
dibeberapa Negara wewenang dibagikan: 
1. Pengadilan militer berwenang untuk menghukum pelanggaran 
yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata. 
2. Pengadilan sipil berwenang untuk menghukum pelanggaran 
yang dilakukan oleh perang sipil. 
Pada akhiranya dibeberapa Negara menetapkan wewenang untuk 
menghukum pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadinya pertikaian 
bersenjata diberikan sepenuhnya kepada pengadilan militer, dengan 
demikian Negara pendatangan tidak perlu mengubah system peradilan 
mereka, cukup memperluas wewenang pengadilan nasional agar dapat 
mencakup pelanggaran berat seperti yang ditentukan dalam Konvensi 
Jenewa maupun protokol tambahan dalam proses pengadilan, jaminan 
yang perlu dihormati adalah sebagai berikut: 
1. Tersangka harus diberitahu mengenai tuduhannya dalam 
Bahasa yang dipahaminya agar dia dapat mempersiapkan 
pembelaannya. 
2. Tanggung jawab pidana hanya dapat ditetapkan secara 
perorangan. 
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3. Pelanggaran hanya dapat ditentukan dan hukuman hanya dapat 
dijatuhkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada waktu 
pelanggaran tersebut dilakukan. 
4. Saat tersangka dianggap tak bersalah sebelum kesalahannya 
terbukti. 
5. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya  
6. Pelanggar tidak dapat dihukum dua kali untuk pelanggaran yang 
sama. 
7. Sidang pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum. 
8. Setiap orang yang dinyatakan bersalah berhak naik banding. 
Yang terpenting dalam dalam proses penyelesaian pelanggaran 
hukum humaniter internasional terutama bagi Negara-negara 
penandatangan yang bertanggung jawab atas penerapan hukum 
humaniter internasional, maka seperti yang diungkapkan dalam pasal 1 
setiap Konvensi Jenewa sebagai berikut : “Pihak-pihak peserta agung 
berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini 
dalam segala keadaan”. 
 
D. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter 
 Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia 
dapat di implementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada 
yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat 
hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan 
bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan. 
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 Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam 
ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh 
melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang 
bersifat ad hoc maupun yang permanen. Mahkamah kejahatan perang 
tersebut memang merupakan bentuk proses pengadilan pidana. Namun 
demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan bahwa 
Negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau 
kompensasi seperti dikenal dalam sistem hukum internasional pada 
umumnya. 69 
 Dalam salah satu common articles dari Konvensi-konvensi Jenewa 
1949 dikatakan bahwa kewajiban pihak peserta agung untuk memberikan 
sanksi pidana efektif kepda mereka yang melakukan pelanggaran Hukum 
Humaniter. Pada dasarnya mekanisme yang didahulukan dalam konvnsi 
jenewa 1949 adalah mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum 
humaniter dilakukan oleh pengadilan nasional dan dengan menggunakan 
instrumen hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat 
dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme 
internasional menjadi opsi selanjutnya. 
1. Mekanisme nasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan 
protokol tambahan 1977 
Sebagai mana diketahui bahwa pasal 1 Konvensi Jenewa 
memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan 
menjamin penghormatan terhadap konvensi. Ketentuan ini kemudian 
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diperkuat dengan pasal yang mengatur tentang penghukuman bagi 
mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter, seperti 
yang menganiaya relawan kemanusiaan termasuk pelanggaran hukum 
humaniter internasional. Yaitu pasal-pasal yang terdapat pada pasal 49 
ayat (1) konvensi I, pasal 50 ayat (1) konvensi II, pasal 129 (1) konvensi 
III, pasal 146 (1) konvensi IV, yang merupakan ketentuan yang 
bersamaan.70 
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Negara yang 
telah meratifikasi konvesi jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu 
Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada 
setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan 
pelanggaran berat terhadap konvensi. 
Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu 
mekanisme dimana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan 
berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi 
kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan 
dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan 
menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.  
Dilingkungan angkatan bersenjata Negara, apabila ada seorang 
prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter maka 
komandan atau atasan yang berwenang untuk menghukum berkewajiban 
untuk mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud pada 
ketentuan pasal 87 diatas. Apabila komandan atau atasan langsung dari 
prajurit yang bersalah tidak mengambil tindakan yang dimaksud, maka 
komandan yang diatasnya berkewajiban untuk mengambil tindakan yang 
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dimaksud. Begitu seterusnya sampai kepada tingkat yang paling tinggi. 
Jika diperlukan, disamping menggunakan sistem disiplin internal 
komando, maka institusi pengadilan (militer dan/atau sipil) juga dapat 
menjalankan fungsinya tegaknya penghormatan terhadap ketentuan-
ketentuan hukum humaniter. Apabila mekanisme internal atau nasional  ini 
tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan 
berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu 
mekanisme internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc 
atau yang permanen).71 
Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam protokol 1977 
antara lain mengenai mekanisme. Yang dimaksud ini adalah mekanisme 
yang dilakukan melalui Komisi internasional pencari fakta (international 
fact finding commission). Komisi pencari fakta merupakan 
penyempurnaan atas ketentuan yabg terdapat didalam pasal 52 konvensi 
I; pasal 53 konvensi II; pasal 132 konvensi II dan pasal 149 konvensi IV 
yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran 
yang terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-
ketentuan Konvensi Jenewa. 
2. Mahkamah pidana internasional (international criminal 
court/ICC) 
Pada bulan Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu 
perkembangan penting, yakni ketika disepakatinya statute roma tentang 
pembentukan mahkamah pidana internasional (international criminal 
court, selanjutnya disebut ICC). Berbeda dengan mahkamah ad hoc yang 
                                                          
71
 Ibid.  
63 
telah dibentuk sebelumnya (misalnya mahkamah Nuremberg, Tokyo, ICTY 
dan ICTR), maka ICC ini merupakan suatu mahkamah yang berifat 
permanen. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap 
(complementary) dari mahkamah pidana nasional. 
Mengenai complementary tersebut merupakan hal yang penting. 
Maksudnya bahwa ICC nanti akan menjalankan fungsinya apabila 
mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 
Sehubungan dengan hal ini dalam statuta roma dikatakan bahwa ICC 
akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau (unable) untuk 
mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan 
cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam 
yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah 
nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak 
mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk 
mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan. 
Adapun yurisdiksi dari ICC ini mencakup empat hal yaitu :72 
1. Genosida  
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan 
3. Kejahatan perang 
4. Kejahatan agresi 
Kecuali mengenai kejahatan agresi, masing-masing kejahatan 
lainnya telah dirumuskan secara rinci mengenai apa-apa saja yang 
termasuk dalam kejahatan yang dimaksud beserta unsur-unsur deliknya. 




Statuta ICC berlaku sejak bulan juli tahun 2002 dan kejahatan agresi akan 
dirumuskan delapan tahun setelah statuta berlaku, yaitu pada tahun 2010. 
Hal ini perlu digarisbawahi sekali lagi disini bahwa ICC bersifat 
complementarity atau pelengkap terhadap sistem hukum nasional. Oleh 
karena itu yurisdiksi ICC hanya bias dilaksanakan apabila telah dilalui 
suatu mekanisme nasional. Dalam hal ini yurisdiksi ICC hanya bisa 
dilaksanakan apabila ternyata suatu Negara tidak mau dan tidak mampu 
(unwilling and unable) untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang 
termasuk dalam ruang lingkup kompetensi ICC. 
Berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum humaniter ini 
maka hal yang mendesak dan penting dilakukan oleh Indonesia saat ini 
adalah menyusun suatu hukum nasional yang mengatur tentang 
penghukuman bagi pelaku kejahatan perang. Hal ini diperlukan karena 
sampai saat ini baik kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun 
kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) belum mengatur 
tentang kejahatan perang. Artinya Indonesia belum melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 (yaitu menyusun suatu 
hukum nasional yang memberikan sanksi pidana efektif bagi pelaku 
kejahatan perang). Ketiadaan hukum nasional ini juga dapat dikategorikan 





E. Kasus Kapal Relawan Kemanusiaan Mavi Marmara dalam 
Perspektif Hukum Internasional. 
Konflik Palestina-Israel berlangsung sejak tahun 1948 hingga kini 
seperti tidak akan pernah bias menemui garis akhir dari pertikaian 
tersebut. Penyerangan-penyerangan diantara kedua belah pihak selalu 
akan terjadi. Pihak Israel beralasan mempertahankan diri dari serangan 
para pejuang Palestina dan tentara Hamas, sedang pihak Palestina 
mengadakan perlawanan karena merasa wilayahnya semakin menyempit 
direbut Rezim Zionis dengan pendudukan bersenjata maupun mendirikan 
pemukiman-pemukiman yahudi dengan cara merampas tanah rakyat 
Palestina. 
Israel memberlakukan blokade Gaza sejak tahun 2006, setelah 
militan menculik tentara Israel Gilad shalit. Meskipun ia telah dibebaskan 
sesuai kesepakatan pertukaran tawanan, embargo itu masih tetap masih 
diberlakukan. Hal ini membuat masyarakat dunia bersimpati terhadap 
Palestina. Para aktivis kemanusiaan banyak yang hendak memberikan 
bantuan. Salah satunya adalah Freedom Flotilla (armada kebebasan). 
Misi itu diikuti 750 orang aktivis kemanusiaan dari lebih 50 negara. Tujuan 
perjalanan ini adalah menembus pengepungan angkatan laut Israel demi 
mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, kawasan Palestina yang 
sudah sejak tahun 2006 diembargo secara militer, politik, dan ekonomi 
oleh Israel, Amerika serikat, Mesir dan ,lain-lain. Freedom Flotilla terdiri 
dari 9 kapal (ada pula yang menyebut 6 kapal) yang digerakkan oleh 6 
organisasi non-pemerintah dari Turki, Inggris, Swedia, Yunani, Aljazair, 
dan Malaysia. 
66 
 Namun belum sampai konvoi misi kemanusiaan tersebut didaratan, 
bentrokan terjadi Antara tentara Israel dengan kapal pemimpin misi 
kemanusiaan Freedom Flotilla tersebut, yaitu kapal Mavi Marmara. Kapal 
tersebut diserang oleh pasukan Israel dengan dalih pelanggaran atas 
hukum internasional karena mereka dianggap telah melanggar dan 
mengabaikan larangan berlayar dalam wilayah perairan yang diklaim oleh 
Israel berada dibawah kekuasaan mereka.  
 Mavi Marmara adalah nama dari sebuah kapal penumpang sipil 
yang dioperasikan oleh Istanbul Fast Ferries co. Inc. Sebuah perusaahan 
pelayaran di Turki. Kapal ini dibangun oleh Turkish Shipbuilding Co. Pada 
tahun 1994, memiliki kapasitas penumpang sebesar 1080 orang. 
IHH (insani yardim vakfi) merupakan salah satu organisasi HAM 
dan kemanusiaan terbesar diturki yang bermarkas di Istanbul, dan 
menjadi penggagas utama “Flotilla to Gaza”. Mereka terdiri atas anggota 
parlemen dari beberapa Negara, artis, seniman, dan para aktivis 
kemanusiaan yang bertentangan dengan kebijakan Israel memblokade 
Gaza karena blokade ekonomi yang dilakukan bukan bertujuan untuk 
melemahkan HAMAS namun untuk melemahkan perekonomian Gaza. 
 Sebelum menyerang kapal Mavi Marmara, angkatan laut Israel 
menghubungi kapten kapal Mavi Marmara. Mereka meminta kapten 
mengidentifikasi dirinya dan menanyakan hendak kemana kapal itu pergi. 
Tak berapa lama, dua kapal laut Israel merapat ke kapal Mavi Marmara di 
kedua sisi. Namun mereka tetap mengambil jarak dari sasaran. Mendapat 
pengawalan seperti itu, aktivis kemanusiaan di kapal Mavi Marmara yang 
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hendak memberikan bantuan di Gaza, mengalihkn arah kapal dan 
berjalan pelan, guna menghindari konfrontasi pada minggu malam tanggal 
30 mei 2010. Mereka juga menyerukan semua penumpang menggunakan 
pelampung dan meminta agar tetap berada di bawah dek. 
 Helikopter angkatan laut Israel mengelilingi kapal dan mencoba 
mengintimidasi beberapa saat kemudian tentara Israel pun turun dari 
helikopter ke kapal yang ditumpangi oleh aktivis dan relawan 
kemanusiaan peduli Palestina. Penyerangan terjadi pada hari senin 31 
Mei 2010 sekitar pukul 4 pagi dengan menembaki penumpang kapal. 
Salah seorang penumpang sempat merebut senjata dan menembak. 
Sejumlah aktivis berjaket orange berlari menolong temannya yang 
pingsan di atas dek. Seorang aktivis berhasil memukul dengan stik ketika 
tentara Israel mencoba turun dari helikopter. Komandan kapal perang 
Israel menyerbu konvoi setelah memerintahkan berhenti di perairan 
internasional, sekitar 130 meter dari pantai Gaza. 
 Penyerangan yang dilakukan armada angkatan laut Israel 
terhadap konvoi yang membawa aktivis kemanusiaan merupakan 
peristiwa yang amat menyedihkan sekaligus sangat disayangkan. Apalagi 
peristiwa tersebut dilakukan secara terang-terangan, dengan 
sepengetahuan masyarkat internasional. Jelas terdapat beberapa 
pelanggaran dalam penyerangan ini, baik dalam HAM internasional dan 
hukum humaniter. 
 Ada dua kesalahan yang dilakukan Israel atas penyerangan 
terhadap kapal pembawa relawan yang bermisi kemanusiaan tersebut. 
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Selain tidak adanya dasar penyerangan, tindakan ini jelas sekali 
melanggar hukum internasional. Ditinjau dari perspektif hukum 
internasional, penyerangan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan bahkan 
amat sangat bertentangan dengan hukum internaisonal dan prinsip-prinsip 
HAM dan kemanusiaan. Berikut analisis ditinjau dari perspekif hukum 
internasional : 
1. Serangan dilakukan diwilayah perairan internasional. 
Masyarakat internasional mengecam aksi brutal pasukan Zionis itu 
karena berlangsung diwilayah laut lepas (perairan internasional) dan 
bukan di wilayah perairan Israel. Dalam United Nations Convention on 
Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dinyatakan bahwa tidak ada kedaulatan 
Negara di perairan internasional. Laut internasional itu sendiri dibagi 
menjadi beberapa zona maritim. 0-12 mil dari pantai merupakan laut 
territorial yang merupakan kedaulatan Negara. Kemudian ada zona 
tambahan sepanjang 12 mil. Dizona ini, ada tambahan kewenangan 
Negara. Tetapi hal ini lebih pada masalah imigrasi kesehatan, sanitari, 
bea cukai, dan fiskal. Negara yang bersangkutan bias melarang kapal 
asing untuk masuk. Selain itu karena tindakan ini berada dalam wilayah 
perairan internasional, maka hukum yang berlaku adalah hukum bendera 
kapal. Dalam kasus ini, kapal yang diserang berbendera Turki, jadi yang 
berlaku adalah hukum Turki diatas kapal tersebut maka tidak ada 
yurusdiksi Negara lain. Kalau Israel memasuki kapal tersebut, ini sama 
saja melanggar kedaulatan Turki. Dan jika Israel ingin masuk, maka harus 
ada ijin dari kapten kapal. 
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2. Kapal sedang membawa bantuan kemanusiaan dan 
mengangkut warga sipil yang tidak bersenjata. 
Tidak ada satu pun konvensi internasional yang melarang bantuan 
kemanusiaan semacam itu. Bahkan, majelis umum PBB menyatakan 
bahwa pemberian bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil yang 
berada dalam konflik bersenjata skala internasional bahkan non-
internasional sesuai dengan piagam PBB, DUHAM, dan instrument hak 
asasi manusia internasional lainnya. 
Israel berdalih bahwa penembakan yang dilakukan pasukan 
komando Israel terhadap para relawan kemanusiaan yang menumpangi 
kapal Mavi Marmara adalah bentuk self defense atau membela diri. Logika 
semacam itu jelas tidak bias diterima secara akal sehat kita karena 
berbagai pemberitaan dari media serta video-video yang beredar jelas-
jelas menunjukan bahwa pasukan Israel lah yang menyerbu kapal 
tersebut. Penggunaan senjata oleh pasukan Israel dengan alasan untuk 
membela diri haruslah sesuai dengan prinsip dasar proporsionalitas dan 
prinsip pembedaan (Distinction Principle) sesuai dengan hukum humaniter 
internasional. 
Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan 
senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang 
berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer. Artinya, 
apakah langkah atau serangan tersebut sebanding dengan perlawanan 
yang mereka terima dan berkaitan dengan tujuan militer. Prinsip ini tentu 
harus dihormati oleh Israel.  
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Adapun prinsip pembedaan, adalah prinsip untuk membedakan 
sasaran militer dan sipil. Bahwa terdapat larangan untuk menyerang 
penduduk sipil dan objek-objek sipil yang lain, bahkan jika target militer, 
serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang jika hal tersebut 
membuka kemungkinan untuk melukai warga sipil. Perbuatan Israel 
dengan menembaki warga sipil yang tidak bersenjata adalah sebuah 
kejahatan kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 Statuta Roma. Bahwa 
kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atas sistemik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil. 
Dalam perspektif hukum HAM internasional, jenis kejahatan terhadap 
kemanusiaan tersebut adalah bagian dari jenis kejahatan-kejahatan yang 
paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional. 
Penyerangan terhadap warga sipil termasuk ke dalam jenis pelanggaran 
berat menurut protoko I Konvensi Jenewa 1977. Dan termasuk dalam 
kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma tahun 1998. Juga 
bertentangan dengan berbagai instrumen HAM internasional seperti 
DUHAM (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan 
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) yang 
menggariskan sebuah prinsip bahwa semua orang berhak menikmati hak 
asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang. 
Relawan kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional 
tergolong dalam golongan non-kombatan yang merupakan organisasi 
penolong lain selain kegiatan kepalangmerahan. Organisasi penolong 
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yang lain perhimpunan penolong nasional yang bukan palang merah yang 
mempunyai misi kemanusiaan, bertujuan membantu orang yang 
dilindungi, khususnya penduduk sipil warga negaranya, yang ditahan atau 
ditawan. Bantuan yang diberikan itu termasuk bantuan spiritual demi 
memperbaiki kondisi psikologis. Bantuan yang dapat diberikan kepada 
tahanan dan tawanan perang di wilayah yang diduduki itu terinci dalam 
tiga macam kegiatan, yakni pemberian sumbangan kegiatan keagamaan 
dan bantuan memanfaatkan waktu senggang. Dalam hal ini contohnya 
relawan kemanusiaan atau misionaris dari gereja di amerika yang 
mengirimkan anggota gereja mereka ke suku Karen di Myanmar yang 
dilanda konflik saudara karena perbedaan agama. 
Kapal yang diserang oleh Israel tersebut juga mengangkut 
wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata, berada dibawah 
perlindungan Konvensi Jenewa 1949. Pasal 79 protokol I konvensi 
tentang pengesahan dan perkembangan hukum humaniter internasional 
pada tahun 1977 menyatakan bahwa wartawan yan sedang menjalankan 
tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi perlindungan 
selama mereka tidak melakukan tindakan yang secara merugikan 
mempengaruhi status sipilnya. 
Di dalam kapal tersebut juga terdapat para aktivis perempuan dan 
petugas kesehatan yang mendapatkan perlindungan khusus menurut 
Konvensi Jenewa. Perlakuan khusus juga diberikan pada petugas 
kesehatan, baik sipil maupun keagamaan, dan terhadap transportasi 
peralatan dan persediaan obat-obatan. Didalam protokol I diatur tentang 
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perlindungan bagi korban-korban sengketa bersenjata internasional. Yang 
dimaksud perlindungan adalah : 
a. Memperlakukan pihak lawan secara kemanusiaan (tidak secara 
kejam) 
b. Menempatkan orang yang dilindungi atau objek, yang dilindungi 
dalam situasi yang tidak membahayakan atau menderita.  
c. Mencegah terjadinya penderitaan yang tidak perlu atau 
penderitaan yang berlebihan-lebihan dan akibat yang tidak 
membeda-bedakan. 
Dalam protokol I Konvensi Jenewa juga disebutkan macam-macam 
perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata. Diantaranya adalah 
penduduk sipil dan orang-orang perorangan harus menikmati 
perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-
operasi militer. 
Kasus ini telah dibawa ke dewan hak asasi manusia perserikatan 
bangsa-bangsa (dewan HAM PBB) dan membuahkan hasil. Tim 
independen pencari fakta yang dibentuk oleh presiden HAM PBB telah 
menyampaikan laporannya. Dalam laporan tersebut, tentara Israel 
dinyatakan melanggar hukum internasional dan hukum humaniter dalam 
penyerbuan kapal mavi marmara yang mengakibatkan meninggalnya 9 
aktivis perdamaian yang membawa misi kemanusiaan ke jalur gaza, 
palestina. Dalam salinan kesimpulan laporan tersebut ditulis bahwa “pada 
dasarnya, tindakan tentara Israel dalam mencegat kapal Mavi marmara 
jelas tidak berdasarkan hukum. Lebih khusus tindakan ini tidak dapat 
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dibenarkan dalam keadaan apapun, bahkan bila mengacu pada pasal 51 
piagam PBB”. Inti bunyi pasal 51 piagam itu menyatakan anggota PBB 
memang diperbolehkan mempertahankan diri itu harus dilakukan melalui 
cara-cara yang diatur lewat piagam ini dan dilaporkan ke dewan keamana 
PBB. Bila kita mengacu pada pasal 51 piagam PBB bahwa pada 
dasarnya, tentara Israel yang mencegat kapal Mavi Marmara itu 
merupakan penjagaan terhadap wilayahnya. Karena mereka khawatir 
kapal yang mengangkut bantuan ini akan memperkuat pasukan Hamas 
dan akan meneror Israel. Walaupun Israel secara jelas bersalah, namun 
PBB tidak berani secara langsung menghukum Israel, karena prosesnya 
yang begitu rumit dalam birokrasinya. Bila ingin menjerat Israel ke hukum 
internasional harus melalui dewan keamanan PBB, yang anggotanya telah 
kita ketahui salah satunya adalah amerika serikat yang memiliki hak veto 
untuk menyelamatkan Israel. 
Pada kenyatannya Israel bukan merupakan Negara yang 
meratifikasi UNCLOS 1982, akan tetapi Israel harus menaati perjanjian 
atau Konvensi UNCLOS 1982 sesuai asas Goodfaith yang berarti setiap 
perjanjian harus dihormati sesuai asas itikad baik sehingga seharusnya 
Israel tidak dapat semaunya saja untuk menyerang kapal dilaut yang tidak 
mempunyai yurisdiksi atau wilayah kedaulatan suatu negara. Khususnya 
prinsip kebebasan di laut lepas ini telah diterima sebagai kebiasaan 
internasional yang telah dipraktekkan oleh Negara-negara eropa sejak 
abad ke 16.73 Namun Israel terikat oleh Konvensi Jenewa 1958 tentang 
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laut lepas dan sudah sewajarnya sebagai salah satu anggota PBB 
mematuhi pasal 4 piagam PBB yaitu keanggotaan PBB terbuka bagi 
Negara yang cinta damai, dan sebagai anggota PBB juga seharusnya 
bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.74 
Dewasa ini banyak pelanggaran kasus yang berskala internasional, 
seperti perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan tidak ada 
tindak lanjut dari PBB. Seperti halnya kapal yang tenggelam di laut lepas, 
begitu kejadian banyak sekali sorotan dari dunia. Banyak penyelamat 
yang sibuk untuk menyelamatkan karena tindakan ini yang hanya dapat 
dilakukan, akan tetapi ketika bangkai kapal sudah sampai di dasar lautan, 
banyak orang yang melupakan. Begitulah kasus-kasus yang terjadi di 
dunia, banyak yang memberitakan, akan tetapi minim pencegahan. 
Masyarakat pun kemudian menyaksikan bagaimana dengan mudah 
sebuah Negara menyerang Negara lain dengan alasan penegakan 
hukum. Kekuatan politik internasional menjadi sangat kuat dalam 
penjatuhan sanksi internasional. Israel yang secara nyata dilindungi oleh 
Amerika serikat dan inggris, berhadapan dengan Iran yang mendapat 
dukungan dari Rusia dan Cina. Ini semua berada dalam ruang-ruang 
politik internasional yang sangat kuat. 
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Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai 
perlindungan relawan kemanusiaan ditinjau dari hukum internasional . 
maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata (kombatan) 
harus bisa membedakan yang mana objek yang dapat diserang 
secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Dalam hal ini 
juga sudah dijelaskan berupa prinsip penting dalam hukum 
humaniter internasional yaitu Distinction Principle (prinsip 
pembedaan). Prinsip ini dapat membedakan kedudukan seseorang 
atau kelompok relawan kemanusiaan dan apa yang harus 
dilakukan oleh kombatan terhadap non-kombatan.  
2. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam 
hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 
1949 dan protokol I dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap 
Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana 
internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional 





B. Saran   
1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap 
prinsip pembedaan dan kedudukan relawan kemanusiaan di 
daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih terhadap 
misi yang dibawa oleh para sukarelawan kemanusiaan. Sehingga 
banyak pihak yang berani mengambil bagian dalam menjalankan 
misi kemanusiaan terhadap pihak-pihak dalam suatu konflik 
bersenjata  yang sedang membutuhkan pertolongan. Serta menjadi 
prasyarat ideal yang tidak menciderai hubungan internasional 
dalam hukum humaniter. 
2. Dibutuhkannya konsistensi terhadap penegakan hukum humaniter. 
Sinegritas antara Negara dan lembaga-lembaga internasional untuk 
menjunjung tinggi hukum humaniter sehingga tidak ada lagi 
relawan kemanusiaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak 
sesuai dalam hukum humaniter internasional ketika dalam konflik 
bersenjata. Dibutuhkan sanksi yang sangat  tegas terhadap pelaku 
pelanggaran hukum humaniter.  Agar dunia internasional tidak 
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